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ABSTRACT  

Bio power kepolisian merupakan upaya mengoptimalkan kontrol sosial. Studi ini membahas 
tentang bagaimana penerapan bio power kepolisian secara konvensional dan melalui 
media cyberspace dapat meningkatkan efektivitas community policing. Penerapan bio 
power kepolisian secara konvensional dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan yang 
bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti penyuluhan kepada masyarakat, 
pemberdayaan masyarakat (keamanan, dan ekonomi), kegiatan sambang, dan mediasi. 
Sementara, melalui media cyberspace, bio power kepolisian dapat memanfaatkan media 
sosial dan aplikasi ponsel untuk memberikan informasi dan edukasi terkait keamanan dan 
ketertiban kepada masyarakat. Dalam studi ini, dibahas beberapa studi kasus yang 
menggambarkan penerapan bio power kepolisian secara konvensional dan melalui media 
cyberspace dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam 
kesimpulannya, penulis menyimpulkan bahwa penerapan bio power kepolisian secara 
terintegrasi melalui media cyberspace dapat dijadikan sebagai model penerapan bio power 
dalam community policing untuk memperkuat kontrol sosial. Dengan penerapan 
pendekatan integrasi ini dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam 
menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media 
sosial, bio power kepolisian dapat memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap 
aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan. 
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A. PENDAHULUAN 

Perilaku sosial dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat 

(Ascherio, 2022; Leonard & Decker, 1994). Semakin rendah perilaku sosial seseorang 

atau kelompok, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan kejahatan 

(Padayachee, 2022; Sattler et al., 2022). Kejahatan merupakan isu yang sangat serius 

di beberapa negara di dunia dan saat ini telah menjadi fokus utama bagi departemen 

keamanan di beberapa dunia untuk mengatasi masalah kejahatan(Arisukwu et al., 

2020).  
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Berbagai jenis yang semakin beragamn modusnya dan semakin meningkat telah 

memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat dan perekonomian negara 

(Awaworyi Churchill et al., 2023). Salah satu dampak negatif dari kejahatan adalah 

merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan dapat memicu rasa 

ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan di masyarakat (Padayachee, 2022; Stones 

& Tilley, 2022). Hal ini apabila dibiarkan terus terjadi dapat mengganggu kehidupan 

sehari-hari, baik dalam bentuk kerugian finansial, hilangnya kepercayaan, maupun 

bahkan hilangnya nyawa (Abraham & Ceccato, 2022).  

Kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang 

berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini seringkali disebabkan oleh perilaku sosial 

yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Perilaku sosial 

yang kurang baik seperti individualisme, alienasi sosial, ketidakadilan dan 

ketidaksetaraan dapat memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan 

kontrol sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan dan menjaga 

ketertiban dalam masyarakat (Errol et al., 2021).  

Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat hubungan antara perilaku sosial dan 

kejahatan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Clément & Piaser, 2021). 

menunjukkan bahwa semakin banyak individu dalam suatu kelompok yang merasa 

tidak puas dengan keadaan sosial dan ekonomi, semakin besar kemungkinan 

kelompok tersebut melakukan kejahatan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Barnow 

et al., 2005) menunjukkan bahwa individu yang mengalami penolakan sosial 

cenderung memiliki perilaku agresif dan lebih mungkin terlibat dalam tindakan 

kriminal. 

Dalam konteks ini, kontrol sosial menjadi penting untuk meminimalkan kejahatan 

dan mempromosikan perilaku sosial yang positif. Salah satu bentuk kontrol sosial 

adalah pemberian sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk 

penghormatan terhadap hukum dan keadilan sosial (Sullivan, 1996). Selain itu, 

pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan 

perilaku sosial yang positif (Ho et al., 2022). 

Kepolisian memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Untuk itu, kepolisian perlu memanfaatkan berbagai strategi dan metode 

yang efektif dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban tersebut (Satrya et al., 
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2023). Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan 

konsep bio power kepolisian dan memanfaatkan media cyberspace sebagai sarana 

untuk meningkatkan kontrol sosial. Konsep ini mengacu pada cara-cara kepolisian 

menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempengaruhi perilaku 

masyarakat dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya (Benoit & Borough 

Director, 1980).  

Pendekatan bio power kepolisian umumnya dilakukan secara konvensional 

seperti pembinaan masyarakat, kegiatan sambang ke masyarakat, mediasi, dan 

penyuluhan kepada masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, 

bio power kepolisian juga dapat dilakukan melalui media cyberspace seperti media 

sosial dan aplikasi ponsel. Media cyberspace merupakan media yang sangat populer 

dan dapat diakses oleh banyak orang di seluruh dunia. Penggunaan media 

cyberspace dapat dimanfaatkan oleh kepolisian untuk menyebarkan informasi terkait 

keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Selain itu, media cyberspace juga 

dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban. 

Penelitian tentang penerapan pemolisian masyarakat secara konvensional sudah 

pernah dilakukan oleh (Harianja, 2017) tentang implementasi Polmas dalam 

pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pemolisian Masyarakat yang dilakukan sudah berjalan dengan 

baik dan bisa mencegah tindak pidana pencurian. Kerja sama antara masyarakat dan 

Babhinkamtibmas berjalan baik. Kekurangan penelitian ini adalah implementasi 

Polmas yang dilakukan belum mencakup semua wilayah terutama wilayah yang jauh 

dari perkotaan belum maksimal tersentuh sehingga menjadi saran penelitian. Selain 

itu penelitian yang dilakukan oleh (Suseno, 2016) yang memberikan pandangan baru 

tentang implementasi Polmas di era digital. Dalam pemikirannya menjelaskan bahwa 

pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai media untuk perpolisian 

masyarakat di Indonesia. 

Dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang penerapan bio power kepolisian 

secara integrasi yaitu secara konvensional dan melalui media cyberspace dalam 

upaya meningkatkan kontrol sosial. Penulis juga akan membahas tentang keuntungan 

dan tantangan dalam menggunakan media cyberspace sebagai sarana untuk 
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meningkatkan kontrol sosial. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat 

memberikan wawasan dan ide-ide baru dalam upaya menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat dengan pendekatan terintegrasi antara bio power kepolisian 

dan media cyberspace. Selain itu, harapannya artikel ini bisa memberikan wawasan 

tentang pentingnya integrasi implementasi Community Policing secara konvensional 

dan melalui cyberspace sebagai upaya memaksimalkan kontrol sosial. 

B. METODE 

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti topik mengoptimalkan kontrol 

sosial dengan integrasi pendekatan konvensional dan cyberspace menggunakan 

metode studi literatur. Metode studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis literatur atau sumber-

sumber yang relevan dengan topik yang diteliti (Zhao et al., 2023).  

Dalam menggunakan metode studi literatur untuk meneliti Bio Power Kepolisian 

dan Media Cyberspace, peneliti dapat mengumpulkan dan mengevaluasi literatur dan 

sumber-sumber yang terkait dengan dua konsep tersebut. Adapun sumber-sumber 

yang dijadikan referensi antara lain artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan 

publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait (Green, 2010). Setelah mengumpulkan 

literatur yang relevan, peneliti menganalisis isi literatur tersebut dengan menggunakan 

teknik analisis isi atau analisis naratif. Dalam melakukan analisis, peneliti mencari 

tema-tema yang muncul berkaitan dengan integrasi pemolisian masyarakat secara 

konvensional dan pemolisian masyarakat yang memanfaatkan media cyberspace 

untuk mengoptimalkan kontrol sosial. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pemolisian Masyarakat di Abad ke-21 

Pemolisian Masyarakat atau Community Policing adalah pendekatan 

keamanan yang melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban. Pemolisian Masyarakat didasarkan pada pemahaman bahwa tugas 

kepolisian bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia 

pelayanan kepada masyarakat (Sjöstedt et al., 2022). Pemolisian Masyarakat pada 

dasarnya merupakan suatu konsep atau pendekatan dalam pelayanan kepolisian 

yang menekankan pada peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan 
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ketertiban di lingkungan sekitarnya. Konsep ini memandang bahwa keamanan 

bukanlah tanggung jawab semata-mata dari kepolisian, tetapi juga tanggung jawab 

bersama antara kepolisian dan masyarakat (Williams et al., 2018).  

Pendekatan Pemolisian Masyarakat ini mempunyai beberapa prinsip dan 

tujuan, seperti meningkatkan hubungan antara kepolisian dengan masyarakat, 

mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan dan penegakan 

hukum, meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kinerja kepolisian (Skogan, 2006). Karakteristik utama dari 

Pemolisian Masyarakat adalah kerjasama yang erat antara polisi dan masyarakat 

dalam menangani kejahatan serta masalah sosial dan lingkungan. Pelibatan 

masyarakat secara aktif menjadi kunci dalam penerapan Pemolisian Masyarakat 

(Schlosser, 2020; Sjöstedt et al., 2022). 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dalam implementasinya, setiap negara 

tentu memiliki peraturan tersendiri tentang Pemolisian Masyarakat, termasuk negara 

Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur tentang Pemolisian Masyarakat. 

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat 

tertuang bahwa pelaksanaan Pemolisian Masyarakat dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas. Pengemban Polmas adalah anggota 

Polri yang melakukan kegiatan Polmas di masyarakat atau komunitas, sedangkan 

Bhabinkamtibmas adalah Pengemban Polmas yang bertugas di desa atau kelurahan. 

Pengemban Polmas atau pelaku pemolisian masyarakat dapat merujuk pada 

berbagai pihak, tergantung pada sudut pandang dan definisi yang digunakan. 

Beberapa ahli dan peneliti mengidentifikasi beberapa pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan Polmas, di antaranya Pertama, Kepolisian sebagai penyedia layanan 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Polmas, polisi tidak hanya sebagai 

penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan fasilitator dalam upaya memecahkan 

masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, Masyarakat, sebagai 

penerima dan mitra dalam penyediaan layanan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Masyarakat berperan dalam memberikan informasi, memantau lingkungan, serta 

bekerja sama dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan. Ketiga, 

Pemerintah, sebagai pengatur dan pengambil kebijakan dalam penyediaan layanan 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam 
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menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan Polmas, termasuk 

dalam hal pendanaan, pelatihan, dan pemantauan (Perry, 2010).   

Sehubungan dengan uraian di atas, perkembangan teknologi dan digitalisasi 

membawa dampak signifikan terhadap polisi dalam melaksanakan tugasnya, 

termasuk dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat. Dalam era digital, polisi harus 

mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk membangun keterhubungan 

dengan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya perkembangan 

teknologi digital ini, Polisi telah menerapkan konsep pemolisian masyarakat secara 

konvensional dan ada juga yang menerapkannya dengan memanfaatkan teknologi 

digital. Kedua hal tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam artikel ini. 

2. Bio Power Kepolisian dalam Penerapan Community Policing Secara 

Konvensional dan Cyberspace  

Bio Power Kepolisian dapat diartikan sebagai kemampuan kepolisian untuk 

menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar 

melakukan tindakan yang lebih positif dalam menjaga keamanan di lingkungannya. 

Pada bagian ini, penulis akan membahas tentang penerapan bio power kepolisian 

secara integrasi yaitu secara konvensional dan melalui media cyberspace dalam 

upaya meningkatkan kontrol sosial. Berdasarkan hasil studi penelusuran literatur 

ditemukan beberapa jurnal tentang dua tema tersebut. Adapun beberapa temuan ini 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1. Community Policing antara Konvensional dan Cyberspace 

Author Judul 
Hasil 

Kegiatan Hasil Kendala 

Bio Power Kepolisian dalam Penerapan Community Policing Secara Konvensional 

F.A.H Implementasi 

Pemolisian 

Masyarakat 
oleh Satuan 

Binmas dalam 

Mencegah 
Tindak Pidana 

Pencurian 

dengan 

Pemberatan di 
Wilayah 

Hukum Polres 

Magelang 

 Sambang 

 Himbauan 

 Pembinaan 

masyarakat 

 Patroli 

 Berkurangnya 

tindak pidana 

pencurian 

 Terjalinnya 

hubungan yang 
harmonis 

antara warga 

dengan Polisi 

 Belum bisa 

menyentuh 

masyarakat yang 

wilayahnya jauh 
dari kantor 

pemerintahan 

desa 

 Intensitas 
komunikasi yang 

kurang efektif. 
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Author Judul 
Hasil 

Kegiatan Hasil Kendala 

E.R Model 
Pelaksanaan 

Pemolisian 

Masyarakat 
(Polmas) oleh 

FKPM dalam 

Menciptakan 
Kamtibmas di 

Kota Bandar 

Lampung 

 Kunjungan ke 
wilayah binaan 

 Penyuluhan 

kepada 

masyarakat 

 Pembentukan 

Forum 
Komunikasi 

Polisi dan 

Masyarakat 
(FKPM) 

 Mediator dalam 

pemecahan 

masalah di 

masyarakat 

 Terciptanya 
situasi dan 

kondisi yang 

tertib dan aman 

 Terjalinnya 

hubungan yang 
solid dan 

harmonis 

 Terkontrolnya 

perilaku 
masyarakat 

 Kurangnya SDM 
(Polri dan 

Masyarakat) 

 Minimnya sarana 

dan prasarana 

 Belum bisa 

menjangkau ke 
semua wilayah 

Bio Power Kepolisian dalam Penerapan Community Policing melalui Cyberspace  

W.C.B Leveraging 

social media to 
achieve a 

community 

policing 

agenda 
 

 Komunikasi 

menggunakan 

media sosial 

 Komunikasi 

lebih efektif 

 

 Komunikasi 

berjalan pada 

masyarakat yang 
literatur terhadap 

teknologi 

informasi, bagi 

masyarakat yang 
awam kurang 

berjalan efektif. 

P.S Aplikasi New 

Smile Police 
Jogo Wargo 

Jogo Negoro 

 Pelayanan 

dumas melalui 
aplikasi 

 Komunikasi 

melalui media 

sosial 

 Dapat meminta 

bantuan ke 
Polisi melalui 

Aplikasi 

 

 Pelayanan 

pengaduan 
masyarakat 

efektif 

  

 Pengguna 

sebagian besar 
hanya masyarakat 

yang melek 

teknologi. Bagi 

masyarakat yang 
awam belum 

menggunakan.  

 

(Sumber: ...........................................) 

Dari tabel 1 diketahui bahwa penerapan Bio Power Kepolisian dalam 

Pemolisian Masyarakat secara konvensional dilakukan dengan mengoptimalkan 

kontrol sosial yang dilakukan oleh kepolisian. Bio Power Kepolisian adalah konsep 

yang merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk mengontrol 

dan mengatur kehidupan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat 

melalui bekerja sama untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Dari hasil temuan diketahui bahwa implementasi Pemolisian Masyarakat 
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secara konvensional dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu (1) Melakukan 

kegiatan sambang, (2) Memberikan pembinaan kepada masyarakat, (3) 

Pembentukan forum komunikasi antara Polisi dan Masyarakat, (5) Menjadi Mediator 

dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, dan (6) Memberikan 

penyuluhan, serta (7) Melakukan patroli. Sedangkan hasil studi literatur implementasi 

Community Policing melalui cyberspace antara lain: (1) Pelayanan dumas melalui 

aplikasi, (2) Komunikasi melalui media sosial, (3) Dapat meminta bantuan ke Polisi 

melalui Aplikasi. 

3. Integrasi Pendekatan Konvensional dan Cyberspace dalam Implementasi 

Community Policing 

Integrasi pendekatan konvensional dan cyberspace dalam implementasi 

Community Policing mengacu pada penggunaan dua cara yang saling melengkapi 

untuk mencapai tujuan penerapan kebijakan keamanan. Pendekatan konvensional 

melibatkan interaksi langsung antara petugas kepolisian dan masyarakat di wilayah 

tertentu. Sedangkan pendekatan cyberspace melibatkan interaksi melalui media 

sosial dan internet, di mana petugas kepolisian dapat berkomunikasi dengan 

masyarakat secara online. Konsep integrasi dua pendekatan ini digambarkan pada 

bagian berikut. 

Gambar 1. Model Integrasi Pendekatan Konvensional dan Cyberspace 
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 (Sumber: ...........................................) 

 Dari gambar 1 dijelaskan mengenai model integrasi pendekatan konvensional 

dan cyberspace dalam implementasi Community Policing. Model integrasi ini pada 

dasarnya menggabungkan dua cara untuk meningkatkan kontrol sosial. Model ini 

tanpa sedikitpun menegasikan salah satu pendekatan. Model ini hanya sebagai jalan 

tengah untuk saling mengisi kekosongan.  

Pemolisian masyarakat secara konvensional yang terjun langsung ke 

masyarakat sangat penting karena memiliki banyak keuntungan antara lain dapat 

membangun kepercayaan dan kemitraan antara polisi dan masyarakat. Hal ini karena 

dengan berada di tengah-tengah masyarakat dan berinteraksi secara langsung 

dengan mereka, polisi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan 

masyarakat dan memperkuat kepercayaan serta kemitraan antara keduanya. 

Kemudian dapat mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah secara efektif. 

Selanjutnya, meningkatkan pencegahan dan pengungkapan kejahatan karena 

dengan hadir secara aktif di tengah-tengah masyarakat, polisi dapat membantu 

mencegah kejahatan dan memberikan dukungan bagi masyarakat dalam melaporkan 

kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Terakhir, meningkatkan kesadaran dan 
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partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan 

mereka (Diehr & McDaniel, 2018; Koslicki et al., 2021).  

Meskipun pemolisian masyarakat secara konvensional yang terjun langsung ke 

masyarakat memiliki banyak keuntungan dan pentingnya, namun terdapat beberapa 

kekurangan, yaitu keterbatasan sumber daya. Polisi menghadapi keterbatasan 

sumber daya dan tenaga untuk dapat hadir secara aktif di tengah-tengah masyarakat 

dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Selain itu, komunikasi yang 

dilakukan kurang efektif (Unnithan, 2022). 

Sementara pemolisian masyarakat melalui media cyberspace adalah suatu 

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat melalui komunikasi dan pemberdayaan 

masyarakat yang dijalin menggunakan media sosial dan atau aplikasi. Beberapa 

alasan mengapa pemolisian masyarakat melalui media cyberspace menjadi penting, 

yaitu meningkatkan kualitas komunikasi dan interaksi antara Polisi dan Masyarakat 

dengan memanfaatkan media sosial dan atau aplikasi demi terciptanya komunikasi 

yang efektif. Selain itu, memudahkan masyarakat apabila ada pengaduan masyarakat 

berkenaan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa harus menunggu 

petugas sehingga lebih fleksibel (Sampson, 2014; Sullivan, 1996).  

Dari uraian di atas, untuk mengisi kekosongan antara kedua pendekatan 

tersebut perlu adanya integrasi agar bisa memaksimalkan kontrol sosial. Dalam 

integrasi pendekatan konvensional dan cyberspace, polisi dapat menggunakannya 

untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keamanan 

lingkungan mereka. Misalnya, polisi dapat mengirimkan pesan peringatan melalui 

media sosial untuk memperingatkan warga tentang potensi ancaman keamanan, atau 

memberikan informasi tentang kegiatan kepolisian terbaru di daerah mereka (Ross, 

2012).  

Terdapat lima tema yang dapat diterapkan dalam integrasi pendekatan 

konvensional dan cyberspace dalam implementasi Community Policing yaitu: 

Pertama, pemanfaatan aplikasi dan media sosial untuk pelayanan pengaduan 

masyarakat. Dalam hal ini Polisi dapat memanfaatkan aplikasi dan media sosial 

sebagai sarana untuk melakukan pengaduan masyarakat. Dengan memanfaatkan ini, 

dapat mempermudah proses pengaduan karena masyarakat dapat mengirimkan 
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pengaduan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor atau 

menunggu Polisi datang ke wilayah. Kemudian mempercepat penanganan 

pengaduan. Selanjutnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Sampson, 

2014). Kedua, pembentukan grup/ Komunitas. Pembentukan grup/Komunitas dapat 

dilakukan dalam dua jenis yaitu membuat grup media sosial untuk memudahkan 

koordinasi dan komunikasi, dan membentuk komunitas peduli keamanan dan 

ketertiban masyarakat secara konvensional yang selanjutnya akan terlibat secara aktif 

dalam menjaga kamtibmas di wilayahnya. Ketiga, pemberdayaan masyarakat 

berbasis budaya lokal setempat. Pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal 

dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan 

masyarakat dalam upaya pemolisian masyarakat. Keempat kegiatan sambang. 

Kepolisian melaksanakan kegiatan sambang ke masyarakat di wilayah binaan dengan 

cara mengunjungi lingkungan sekitar secara berkala dan membangun hubungan yang 

baik dengan warga, meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap 

polisi, memperbaiki citra polisi, dan menjalin kerja sama antara Polisi dan Masyarakat. 

Pada bagian terakhir, adalah menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di 

masyarakat. 

Integrasi antara pendekatan konvensional dan pendekatan melalui media 

cyberspace dalam implementasi Community Policing sangat penting dalam 

meningkatkan kontrol sosial, yaitu upaya untuk memastikan bahwa perilaku 

masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat 

(Arayankalam & Krishnan, 2021; Sampson, 2014).  Dengan integrasi kedua 

pendekatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pemolisian masyarakat di 

Indonesia sehingga lebih optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan 

sebagai upaya kontrol sosial (Carter, 2020). 

D. SIMPULAN 

Bio Power Kepolisian dalam Community Policing adalah konsep yang 

menekankan pada penggunaan kekuatan teknologi dan media sosial untuk 

meningkatkan kontrol sosial. Integrasi antara pendekatan konvensional dan 

cyberspace dalam implementasi Community Policing menjadi sangat penting dalam 

mengoptimalkan upaya kontrol sosial. Pendekatan konvensional melibatkan interaksi 
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langsung antara polisi dan masyarakat di lingkungan sekitar. Sementara itu, 

pendekatan melalui media cyberspace dapat membantu meningkatkan partisipasi dan 

keterlibatan masyarakat dalam upaya pemolisian. Dengan adanya aplikasi dan media 

sosial, masyarakat dapat melaporkan tindakan kriminal atau kejadian yang 

mencurigakan dengan lebih mudah dan cepat. Polisi juga dapat menggunakan media 

sosial untuk membangun hubungan dengan masyarakat, menyampaikan informasi 

terkait program pemolisian, dan menjawab pertanyaan masyarakat. Dengan demikian, 

Bio Power Kepolisian dalam Community Policing dengan integrasi pendekatan 

konvensional dan cyberspace dapat membantu meningkatkan kontrol sosial dengan 

melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pemolisian, serta memastikan bahwa 

program pemolisian yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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